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PENDAIIULT]AN

Akhir-akhir  i r r  i  rnasalalr  demokrasi .

keterbukaan dan partisipasi tampaknya sedang

meniacli perbincangan masyarakat yang menarik.

Cara yang paling tepat untuk mengantisipasi tuntutan

dcmokrasi adrlalr dcrrg:rrt ntenanggapi secara w:rjrr

dan bukan dengan caa merrghindarinya ataupun malah

nrenekannya. Sebab demokrat isasi  sebenarnya

pmsyarat dan sckaligus hasil dari kcnraj uan ekononri.

sedangkan kernalr.ran ekonomi mempakan obscsi kita

yang l(anra dalarn dasawarsa teraklrir ini.

Negara RI yang berdasarkan l)ancasila pada

Sila IV dimnruskan:
"Kcrakyatan yang dipirnpin olelr  h iknrad
kebi jaksarraan dalam permusyawalan /
pcrwakilan".

Dari rumusan tersebut di atas tiada lain adalah

demokrasi, yang biasa disehut Demokr.tsi Pancasila.

Demokrasi  d i  scnrua negara yang

nrenganutnya. akan selalu berker lbang dengan

dipengaruhi oleh faktor-faktor intcrn dan ekstern.

Tentunya kenyataan inijuga akan mempengaruhi

pelaksanaan Demokrasi Parrcasila dalam segala scndi

kelridupan rrasyarakat Incloncsia dewasa ini..juga

terhadap kehidupan bemegara yang merupakan stntu

sistern (cara kerja) yang akan selalu saling peltgaruh

mcnrpcngaruhi bagian satr.r dengan lainnya dalanr

bangunan negara RI.

Agar lebih terarah dalanr pembahasan topik

ini .  nTaka per lu dirumuskan rnasalahnya sebagai

berikut:

l. Apakah pengerlian l)cnrokrasi Pancasila'?

2. Ragair.narrairnplcmenlasi Demokrasi Pancasila

dalanr kehidupan bemegara?

I n pl ene nl o s i De nt o ltru.s i I'.ruc qs i l.t I)u I e nt

Kehidupan Bcrnegaru
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PEMBAHASAN

Pengertien Demokrasi Pancasila.

Demokrasi yang berasal dari kata

yang artinya rakyat dan "cratein" yang artinya

mernerintah(,harrdberati pemafutatnn) lazimdalam

teori diart ikan sebagai pemerintahan yang

dilaksanakan oleh rakyat. Namun paham klasik ini

telah ditinggalkan orang sebagai analisa berpikir

tcnbng konsep demokrasi, terlebih lagi sctclatr Perang
Dunia II di mana muncul negara-negara baru yang

menamakan dirinya negara demokrasi, padahal

menurut ukuran umum ncgara yang bersangkutan

bukan merupakan suatu ncgara yang demokratik,

bahkan mungkin tcrmasuk ncgara yang totaliter

diktatorik, Mbalnya ncgara Jerman Timur dengan
noma Rcptrblik Demokrari Jennan sebclum rcfo'rmasi
besar.besaran memasuki tahun t 990-an, semuanya

mcngklaim lebagai demokrari dcngan mcnckankan

rakyat lcbrgii purat kcgiatm politiknya, Namun
drlrm konyrtran hrnyr da rrtu pftll politlk yang
borkuur, yrng mmr llkrll tlk ldr okmont
komptltlfhyr, Srcrn Grcnrhl hlnyr rckclompok
kocll goloryrn cllt yalg mcnguud Frtal yurg baul.
bctul mcnlknrtl kckumlrn, rcmcntrn mryorltu
nkyrt bmyrk tldrk mcnllmill hrk.hrk drnr
ml*t Lnnrul hrk untuk boryrndrprt, botfidkrt
/ba'lrumpl. mrnlkmrtl pnyrrybcbardm mlndld,
Ap yrn3 kln tcmukrn dl Eropt Tlmur drprr puh
klhtcmukrn dlClnr, Vlstnrm, drn rhglm borrr
lrln ncaur.ncarn dl Amcrlkl Lrtln dan Aftlkr.

sekalipun semuanya mengklaim diri mereka sebasai
negara demokatis.

Kata "demokrasi" merupakan suatu predikat
yang memberi kesan yang serba baik dalam proses
interaksi antara penguasa negara (supra struktur
pol i t ik) di satu pihak dalam menentukan
kebijaksanaan umum yang berwujud keputusan-
keputusan polilik,

Dengan demikian semakin berkembang
konsep-konsep demokrasi yang dimulai di Eropa
Barat dengan bcrbagai variasinya tentang konsep
demokrasi yang kemudian diasumsikan sebagai
penyebab tumhlmya kaegangan-kaegangan di dunia
dalam hal kehidupan berkelompok khususnya
bcrnegara, Untuk itu I'NESCO mengusahakan
tcrbitnya suatu buku yang berjudul Contemporary
Polltlcal Sclence yang dapat memberikan informasi
tcntang berbagai konsep tersebut dengan harapan
berkurangnya ketegangan yang bcrsumbcr pada
pcrbedr$ yrng tdr, Dalom buku ter$but tsrdsprt
perbcdlrn dNlam llmu pengetahuan kcnegaraan di
nogrru.negar! yang dlrelltl yang dlrcbobkan prdr
porbcdun pcncprl yurg bctrumber padr pndangan
hldup bangn madng.ma!lng, rchlnggr maral0h
ldoologl mcqlrdl rclovan,

Borpangkal tol* darl hrl tenebut prdmo
Wa{ono, monynakant

Dcmokrrrl rdalrh ruatu tdt eff! hldup
borkolompok bolk dl dalrm hrl berbrngrl
bermuyarakat dan bcrnegara, yrnS rcluai
dongan pandangan hldup bangra atau yang

olsh

Kthldupan Ecrngara
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berkelompok tersebut Dengan demikian
dapat dipahami adanya Demokrasi Liberal,
Demokrasi  Komunis,  demikian j  uga

Demokrasi Pancasila. (Padmo Wahjono,

1993:100)

Dengan rumusan demikian, maka diperlukan suatu

ketegasan tentang apa yang merupakan pengertian

pokok (grondbe gr i ppen) y ang asumsinya bersifat

universal dan apa yang merupakan asas pokok

(grondbeginsel) yang erat terkait pada pandangan

hidup bangsa.

Adalah sekaligus kekuatan dan kelemahan

bagi konsepsi demokrasi karena ia dilahirkan oleh

pemikiran dan cita-cita kehidupan liberal yang

perkembangannya ditentukan oleh menguatnya karun

entreprenuer yang sekaligus merupakan cikal bakal

kaum kapitalis di Eropa. Oleh karena ekses kaunr

kapitalis terhadap kehidupan kaum pekerja berupa

ketimpangan sosial-ekonomi dan bahkan politik

sebagai akibat dari kemiskinan yang dideritanya,

sementara kaum kapitalis menguasai seluruh proses

produksi dan sistem politik, maka lahirlah pemikiran

dan cita-cita tandingan terhadap demokrasi yang

semuladibangur oleh kaum kapitalis yang liberal itu.

Sejak Karl  Marx melahirkan idenya tentang

demokrasi sentralisme yang dimotori oleh kaum

buruh, maka sampai sekarang telah lahir beragam

demokrasi, baik yang diilharni oleh penrikiran Max

dan para pengikutnya, maupun yang diilhami oleh

tradisi masyarakat setempat. Ada pula demokrasi

yang ditafsirkan berdasarkan kombinasi pemikiran

Marx atau pengikutnya dengan lradisi masyarakat

perumusnya.

Sampai sekarang dernokrasi telah mempunyai

berbagai predikat seperti liberal. sentralisme, rakyat,

nasional, terpimpin. Pancasila. dan sebagainya.

Kesemuanya dirumuskan berdasarkan pendekatan

tertentu berdasarkan prioritas tertentu bagi kehidupan

masyarakat perumus dan penggunanya. Demokasi

liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran

sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, kontrol rakyat dan atau wakilnya

kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tidak

bisa ditawar. Supaya hubLmgan kekr.asaan memenuhi

prinsip pengawasan dan perwakilan, maka institusi

politik yang berproses berdasarkan hukum yang

dihasi lkan melalui  kesepakatan berdasarkan

kemandirian, bargain, dan kompromi. dipandang

sebagai nrekanisme utama kehidupan negara dan

masyarakat. Sebaliknya, demokrasi sentralisme

berawal dari upaya untuk mengalihkan segenap

kekuasaan negara dan nrasyarakat kepada golongan

tertindas yakni kaum pekerja yang jumlahnya

terbanyak di dalam negara atau masyarakat.

[Jntuk menjanrin hal itu, kebebasan individu

kaum kapitalis dan kaum buruh itu sendiri harus

diserahkan kepada keseluruhan masyarakat yang

diwakili oleh negara atau pemerintah. Demokrasi

diartikan sebagai kekuasaan yang berada pada

golongan tertindas, bukan sebagai kekuasaan yang

diounvaioleh individu kaum te(indas itu. Berdasarkan

Implementasi Demokrasi Pancasila Dalant

Kehidupan Bernegara
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prinsip itulah selunrh kehidupan warga masyarakat

mulai dari budaya, agama, ekonomi, politik, dan

sebagainya diatur dan ditata oleh partai yang

menghimpun seluruh kaum tertindas yang dianggap

berkuasa karena sudah mengalahkan kaum kapitalis.

Baik bangsa yang sudah berkembang maupun

yang sedang berkembang, cenderung mengadaptasi

salah satu dari kedua aliran utama demokra-si di dunia

tersebut atau mengembangkan bentuk-bentuk

kombinasi.

Secara garis besar ada 5 (lima) hal yang

merupakan elemen empirik dari demokrasi, yaitu:
l. Masyarakat menikmati apayang menjadi

hak-hak dasar mereka terrnasuk hak
untuk berserikat, be rkumpul (freedom o/
assemhly), hak untuk berpendapat
(freedom ofspecch), dan menikmati pers
yang bebas (freedom ofthe pre.rs).

2. Adanya pemilihan umum yang dilakukan
secara teratur di nrana si pemilih hchas
menentukan pilihannya tanpa ada unsur
paksaan.

3. Sebagai konsekuensi kedua hal tersebut
di  atas warga nrasyarakat dapat
mengaktual isasikan dir inya sccara
maksimal di dalam kehidupan politik
dengan melakukan partisipasi plitik yang
mandiri (uutorutmous purl iciltat ion)
tanpa digerakan.

4. Adanya kernungkinan rotasi berkuasa
sebagai produk dari pemilihan umum
yang bebas.

5. Adanya rekruitmen politik yang bersifat
lerbtka (open rccrur?ncn) r"mtuk mengisi
posisi-psisi politik yzmg penting didalam
proscs penyelenggaraan negara. (Alan

Gaffar dalam M. Busyro Muqoddas,
dkk.,  1992: l0(r)

Robert Dahl ( l97l ) menekankan pentingnya

dimensi kompct is i  dan keter l ibatan di  dalam
mengamati dentokrasi in nction, yang kemudian

olehnya dibentuk sebuah typologi regim. Apabila di
dalam sualu s istem pol i t ik  d i  mana t ingkat
keterlibatannya sangat tinggi, dalam arti partisipasi
politik dengan warga mzrsyarakat sangat luas dan
intensif, akan tetapi kalau tidak diikuti dengan tingkat
kompetisi yang tinggi maka negara tersebut termasuk
ke dalam regim yang disebut incll.sile. Sementara
itu, apabila tingkat kompetisi dalam suatu sistem
pol i t ik sangat t inggi  sedangkan keter l ibatan

masyarakat rendah. maka regim tersebut hanyalah
dikua-sai oleh sekelorrlnk golongan elit yang oligarkis,

akan tetapi mereka bersaing satu sama lain di dalam
menempati  suatu posis i  pol i t ik  dan di  dalam

merumuskan kebi jaksanaan ekononri  dan sosial .

Regim yang sepert i  in i  d isebf i  ( 'ompct i t ive

0ligarchy.

Bagaimana kcadaannya apabila kompetisi

tidak begitu menonjol bahkan rendah. demikian pula

halnyadengan tingkat keterlibatan masyarakat? [)i

dalam kondisi seperti itu biasanya hanya satu partai

politik yang vngat dorlirran, karena ;rrlerintahannya
adalah aulhorilarian,dan partai yang berkuasa sanra

sekali tidak tertandingi scperti kitatemukan di negara-

negara Eropa Tinrur. Regim seperti ini oleh Robert

Dahl disebut ('losed Hegemon_y. Sementara itu

polvttrchl' msrupakan suatu ntekanisrne politik yang

Implenenlasi Dcnr tati I'enLesi|a Ddunt

Kehidrpan Berncgrrro
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sangat ideal bagi demokrasi. Pluralistik partai

ditemukan dalam derajat yang sangat tinggi sehingga

kompetisi dan keterlibatan merupakan wama yang

sangat menonjol  bagi  demokrasi  dan model

pemerintahan tersebut.

Selanjutnya kita akan mencari pengertian

kedua yang memerlukan kejelasan ialah Pancasila

sebagai salah satu kata yang menentr.rkan arti

Demokrasi Pancasila.

Setiap orang akan memiliki pandangan hidup

yang akan menjawab permasalahan (pertanyaan),

"untuk apa seseorang itu hidup di duria ini." Di dalarn

kehidupan berkelompoknya atau hubungan dengan

orang lain, maka seseorang akan menyesuaikarr

pandangan hidupuya dcngan orang lain, sehingga

tumbuhlah pandangan hidup kelompok yang

dianggapnya benari  bahkan diyakini  scbagai

kebenaran mutlak scjauh yang dapat dipikirkan

manusia, yang pada akhimya hal itu akan menjadi

falsafah hidup bangsa (filosofischc grondslog) dari

negara yang ditrentuknya. Suatu falsafah hidup bangsa

membentuk ni la i -ni la i  dasar yang merupakan

kristalisasi dari apa yang dicita-citakan sebagai

gagasan dasar yang secara teknis disebut ideologi

negara yang ingin direalisasikan di dalanr kchidupan

berkelompok tersebut.

Demikian halnya dengan Palcasila" semenjak

l8 Agustus 1945 ia dikukuhkan sekal igus sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia, falsafah bangsa

dan ideologi negara yang kesemuanya itr,r dicenninkan

dalam rumusan-rumusan UUD 1945. Ia bukan suatu

ideologi yang dilahirkan oleh Marxis atau dari golongan

boriuis, melainkar suratu ideologi yang meruFnkan hasil

konsensus bangsa sehingga pengembangannya pun

harus didasarkan pada kesepakatan bangsa pula.

Dari kedua pengertian kata tersebut padnro

Wahiono mengartik:rnnya sebagai :
Tata cara hidup berkelornpok bangsa
Indonesia dalanr hal  berbangsa,
bermasyarakat dan bernegara yang
didasarkan dan ditujukan untuk merealisir
pandangan hidup, falsafah bangsa dan
ideologi negara yang telah dikonsensusukan
pada tanggal l8 Agustus 1945. (padmo
Wahjono, 1993: I 34)

Pendapat tersebut di  dukung oleh Sr i
Socrrantri, dalam bukunya" l'entang dalaln Lembaga-

lembaga Negara N,[enurut UL]D 1945" vane
menyatakan bahwa:

Demokrasi Pancasila adalah kemkyatan yang
dipimpin olch hikmat kebi jaksanaan
permusyawaratan /  perwaki lan yang
mengandung semangat Ketuhanan Yang
Maha Rsa, kernanusiaan yang adi l  dan
beradab, persatuan Indonesia dan kcadilan
sosial. (Sri Soemantri, 1993:6)

Dengan denrikiarr.jclaslah bahwa Demokrasi

Pancasila itu dapat diwujudkan dalam bermacam-

macam bcntuk serla sistcm dan penge(ian-pcngertian

tersebut adalah pengertian Demokrasi Pancasila

sebagai idealisme barrgsa Indonesia dalam keadaan

statis.

Implemenldxi Denokntsi Poncasilu Dolan

Kehidupan Bernegonr
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Berikut in i  ada beberapa perumusan

mengenai Demokasi Pancasila yang diusahakan dalam

beberapa seminar.
l. Seminar Angkatan Darat II, Agustus

1966
Bidang politik dan konstinsionil:

I Demokrasi Pancasila seperti yang
dimaksud dalam UUD 1945, yang
berarti rnenegakkan kembali azas-
azis negara-negata hukum di mana
kepastian hukum dirasakan oleh
segenap warga negara, di mana hak-
hak azasi manusia baik dalam aspek
kolekt i f ,  maupun dalam aspek
perorangan dijarnin, dan di mana
penyalahgunaan kekuasaan dapat
dihindarkan secara institusionil.
Dalam rangka ini perlu diusahakan
supaya len.rbaga-lembaga dan tata
kerja Orde Baru dilepaskan dari
ikatan pr ibadi  dan lebih
diperlembagalian (depersonal ization,
institutionalization).

I Sosialisme Indonesia yang berarti
masyarakat yang adil dan makmur.

I  Elan revolusioner untuk
menyel iesaikan revolusi, yang cukup
kuat untuk mendorong Indonesia ke
arah kemajuan sosial dan ekonomi
sesuai dengan tuntutan abad ke-20.

Bidang ekonomi:
I Demokrasi ekonomi sesuai dengan

azrs-iuas yang menjiwai ketentuan-
ketentuan mengenai ekonomi dalam
UUD l945yang pada hakekatnya,
berarti kehidupan yang layak bagi
sclnua warga negara- yang antara lain
mencaliuo:

I pengawasan oleh rakyat terhadap
penggLuraan kekayaan dan keuangiur
negara dan

I koperasi
I pengakuan atas hak milik perorangar

dan kepast ian hukum dalanr
pengguriurlu)ya

I psranan Pemerintah yang bcrsifat
penrbina, penunjuk ja lan serta
peliudung. (Seskoad, 1966: I 7- I tt).

2. Musyawarah Nasional III Pcrsahi:

The Rule q/ Luw, Desember, I966

Azas negara hukum Pancas i la

rnengandturg prinsip:
a. Pengakuan dan perlindungan hak

a:rasi yang mengandung persamaan
dalam bidang polilik, hukum, sosial,
ekonomi, kultural dan pendidikan.

b. Peradi lan yang bebas dan t idak
menrihak, tidak terpengaruh oleh
sesuatu kekurszuur,/ke kuatiui lain apa
prul.

c. Jaminan kepastian hukum dalarr
semua persoalan. Yang dimaksud
kcpust ian l rukunr yai tu j  arrr  inan
bahwa ketentuan hukumnya dapat
dipahami, dapat dilaksanakan dan
aman dalam melaksanakannya. (
(No. Munas ke-3 , 1967:79)

3. Simposiurn Hak Azasi Manusia, juni

t967

Apapur predikat yang alian kita berikiil

kepada denrokrasi kita, demokrasi itu

haruslah demokrasi yang berlanggung

Impleuenlasi Demokrusi Pancasilq Dalam

Kehidupan Berneguru
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jawab, artinya demokrasi Yang Yang
dijiwai oleh rasa tanggung jawab

terhadap Tuhan dan sesama kita ......

Stabil itas politik, seperti dimaksud pada

waktu timbulnya gagasan "penyederhaan

partai" secara formil telah tercapai dan

terjamin setelah kenbali kepada UUD

1945, yang menetaPkan bahwa

Presiden memperoleh kesempaan untuk

bekerja selama lima tahun setelah ia

dipililt"

Demokrasi Pancasila, dalam arti

demokrasi  yang bentuk-bentuk

p€nerapannya sesuai dengan kenyaaan-

kenyataan dan cita-cita yang terdapat

dalam masyarakat kita, setelah sebagai

akibat regim Nasakom sangat menderita

dan manjadi kabur, lebih memerlukan

penrbinaan daripada pembatasan

sehingga menjadi sualu'!olitical cultue"

yang penuh vitalitas. l{arus ditekonkan,

bahwa dengan penghargaan yong

sctinggi-tingginya kepada perenan

ABRI, Kesatuan Aksi dan (iolongan

Karya di masu depan namun "Orde

Baru" tidak akan dapat berhasil apabila

tidak timbul suatu proses penyehatan

atau regenerasi dalam kepartaian di

Indonesia.

Berhubung dengan keharusan kita di tahun-

tahun yang datang untuk memperkembangkan "a

rupidly expanding economy" maka di samping

penrerintah yang kuat dan berwibawq diperlukiurjuga

secara mutlak pembebasan dinamika yang teldapat

dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang

mendukung Pancasi la. Untuk i tu diperlukan

kebebasan politik yang sebesar mungkin. Persoalan

hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian urtuk

tahun-tahun yang akan datang harus ditinjau dalam
rangka kehansan kita untuk mencapai keseimbangan
yang waj ar di tuitara tiga hal :

l. adanya Pcrnerintah yang mempunyai
cukup kekuasaan dan kewibawaan,

2. adany a kebebasan yang sebesar-
besamya,

3. perlunya untuk mernbina suatu "ra,oi.//1,
expunding eclnlmy" (f lukum dan
Masyarakat, No.2, 1968:133- 134)

Apabi la diperhat ikan. sampai saat in i

Pemerintah dan Bangsa Indonesia masih selalu

berusaha menyempumakan isi dan bentuk apa yang

dimaksud dengan Dcnrokrasi Pancasila itu sesuai

dcngan aspek-aspek kebudayaan politik yang hidup

dun berkembang di Indoncsia.

IMPLEMENTASI DEMOKRASI

PANCASILA DALAM KEHIDTJPAN

BERNEGARA

lmplementasi dalam hal ini diartikan sebagai

pelaksanaan atau pcnerapan ataupun juga keadaan

gerak, tentrurya pelaksanaan atau keadaan gerak dnri

Impleuenlas i Denolcasi Pancasilq Dalam

Kehidupan Bernegoru
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Dernokmsi Pancasila. Dalam tulisan ini hanya dibatasi

pada pelaksanaannnya di lapangan kehidupan

kenegaraan yang erat kaitarurya dengan pertumbuhan

perekonomian.

Adabebenpa nilai yang mendasari demokrasi

itu pada umumnya yang secara teoritis dikemukakan

oleh Henry B. Mayo, yakni:

l. Menyelesaikan perselisihan dengan damai

dan secara melembaga ( i ns t i t ut i onal ie d

peacful settlement of contlict),

2. menjamin terselenggaranya perubahan

secara damai dalam suatu masyarakat

yang sedang berubah (peaceful chunge

in a changing sosiety),

3. menyelenggarakanpergantian pimpinan

secara teratur (orderly succession of

rulers),

4. membatasi pemakaian kekerasan sampai

minimum (rrizlz um of coercion),

5. mengakui serta menganggap wajar

adanya keanekaragaman (diversity)

dalam masyarakat yang terc€rmin dalam

keanekaragaman pendapat, kepentingan

dan tingkah laku,

6. menjamin tegakny akeadilan (ustice).

Adapun lembaga-lembaga yang dibutuhkan

untuk menegakkan dan mengembangkon nilai-nilai

demokrasi tersebut ialah:

I. adanya Pemerintah yang bertanggungjawab,

2. adanya DPR yang mewakili berbagai golongan

dan kepentingan dalam masyarakat dan yang

dipililh melalui pemilihan umum bebas dan ralnsia"

Untuk dapat melihat gerak pelaksanaan dari

Demokrasi Pancasil4 beberapa indikator yang dapat

dipergunakan antara lain:

l. Kedaulatan rakyat.

2. Republik.

3. Sistem perwakilan.

4. Ncgara berdasar atas hukum.

5. Pemerintahan berdasarkan atas sistem

konstitusi.

6. Hak dan kewajiban kemanusiaan.

7. Kelembagaan negara yang demokratis.

8. Sistem mandataris.

9. Sistempelestarian(demokrasi).

10. Tujuan demokasi.

Kesepuluh indikator tersebut oleh M. Solly Lubis,

disimpulkan menjadi 3 (tiga) aspek, yakni:

l. Aspek ideal: aspek nilai yang mendasari

atau melandasi sistem pengelolaan

kehidupan bangsa,

2. aspek struktural: aspek keorganisasian

dan kelembagaan negara sebagai sarana

formal yang mengemban tugas

pengelolaan itu,

3, aspek operasional: aspek tujuan nasional

yang menjadi titik bidik arahan dalam

penentuan gar is kebi jakan negara

Implementasi Demokras i Pancas ila Dalam

Kehidupan Bernegara

297 Ramon Kaban



PERSPEKTIF Volume VIII No'4 Tuhun 2003 Edisi Oktober

termasuk sasafan-sasaran antara yang

ingin dicapai.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa

perpaduan antara Demokrasi Pancasila dengan

ldeologi Pancasila merupakan gerak pelaksanaan dari

Demokrasi Pancasila itu sendiri, selanjutnya dapat

diperfurci dalam:

I . gerak Demokrasi Pancasila melampaui

hukum dasar tidak tertulis yang antam

lain berupa mekanisme kepemimpinan

nasional lima tahun;

2. gerak Demokasi Pancasila melampaui

kebijaksanaan kenegaraan yang disebut

PROPENAS (Program Pembangunan

Nasional); gerak dinamika ini biasanya

diikuti dengan pengaturan-p€ngaturan

pelaksanaarurya, sehingga dapat pula

kita kaakan gerak Demokrasi Pancasila

sebagai kaidah hukum yang supra

struktural;

3. gerak demokasi Pancasila secara infra

struktural.

Lebih lanjut hal tersebut diuraikan sebagai

berikut:

ad a. Hukum Dasar Tidak Tertulis.

Demokrasi Pancasila dalam gerak

pelaksanaannya menumbulrkan hukum

dasar tidak tertulis yang dimungkinkan

adanya oleh tJUD 1945; yang
merupakan gerak dinamikanya
Demokrasi Pancasila yring dirunuskan
dalam Penjelasan IJUD 1945, bahwa:
"Pokok-pokok pik i ran yang

terkandung di dalam Pembukaan
membentuk c i ta-c i ta hukurn
(Rechtsidee) yang menguasai hukum
dasar negara baik hukum tertulis
(Undang-undang Dasar) maupun
hukum yang tidak tertulis."

Kegiatan dinanr ika I )emokrasi
Pancasila, menumbuhkan budaya
Demokrasi Pancasi la yang terap
"dikuasai" oleh pokok-pokok pikiran
yang terkandung di dalam Penrbukeuut
sebagai  kaidah-kaidah huk unr
(suprastruktural).

rd b. Sistem Propenas dan kegiatan
lanjutannya.

Dalam sistem Demokrasi Pancasila
sesuai dengan UUD 1945, gerak
kenegaraan didasarkan pada Propenas
yang diusulkan Presiden sebagai
program kerjanya j ika telah diseruj ui
o leh DPR, akan rnenjadi  t l t . l
Propenas.

Penjabaran lebih lanjut dari hal ini ialah
dalam bentuk peraturan perundang-

d

Implemenlasi Demokresi Pancasilq Dalam

Kehidupan Berneguru

298 Rumon Kaban



PERSPEKTIF Yolunrc Vlll No.4 Tuhun 2003 Edisi Oktober

undangan lainnya, karena Pada

Ponjelasan UUD 1945 ditegaskan:

"...hukum dasar yang terlulis itu hanya

semuat aturan-aturan pokok, sedang

aturan-aturan yang menyelen ggari*an

aturan pokok itu diserahkan kepada

undang-undang yang lebih mudah

caranya membuat, merubah dan

mencabut. Demikianlah sisem Undang-

undang Dasar."

Dengan demikian ki ta akan

mendapatkan seperangkat peraturan

pe r und ang - undangan penjabaran

seperangkat peraturan perundang-

undangan penjabaran Propenas

mekanisme dinamika Demokrasi

Pancasi la lsuprastruktural).
Di samping itu yang tidak boleh

dilupakan bahwa agaimana lembaga-

lembaga perwakilan melaksanakan

tugasnya dapat pula dilihat sebagai

Demokrasi Pancasila "in action" yang

terlihat dalam Ketetapan MPR tentang

Tata Tertib MPR dan Keputusan DPR

tentang Tata Tertib DPR.

ad c. Gerak Demokrasi Pancasila secara

infrastruktural

Merupakan suatu anggapan yang

umum di masyarakat bahwa masalah

Dcmokrasi l'aucasi la adalah nrasaluh

pcngarnbrlan kcputusan kcllcgaraall

selnata-l))ata. Ungkapan yang urnum

adalah bal iwa apabi la ke putusan

diambil dengan suara terbanyali, rnaka

hal itu dcmokrasi liberal, sedangkan

kalau Demokrasi  Pancai la lebih

mengedepankan musyawamh nruft rliat.

Dengan demikian masalah Demokrasi

Pancasila dipersenrpit menjadi masalalr

pengambilan keputusan kenegaraan

yang sebenamya hanya suatu segi saja.

sekalipur segi ytrng "paling dominan".

Sebenarnya dalam hal in i  harus

dibedakan antara "cara berembug",

cara berdialog atau cara beradu

argumentasi da.lam menibahas masalah

kenegaraan dan "cara rnengambil

keputusannya."

Pada sistern Demokasi Pancasila, cara

berdialog di  rumuskan dalam

Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, ialah:

" .  .  .  mengingat dinarnik di  dalam

masyarakat sekali dalam 5 tahun

Majelis memperhatikan segala yang

terjadi dan segala aliran-aliran pada

waktu itu dan menentukan haluan-

haluan apa yang hendaknya dipakai

untuk di keniudian hari."
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Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik

beberapa petunjuk bahwa berembug
(berdialog) darus didasarkan pada:

a. dinamik masyarakat;

b. segala yang terjadi;

c. segala aliran yang ada.

Sehingga bermusyawarah tidak sama

dengan mufakat, melainkan secara
(huk um ) ketatanegaraan

bermusyawarah ialah: berembug atau

berdialog dengan memperhatikan dan

mendasarkan pada ketiga hal tenebut

di atas. Berembugnya tidak sekedar

berdasarkan kepentingan yang

berkoalisi lawan yang beroposisi,

melainkan untuk kepentingan

masyarakat dan memperhatikan

kepentingan alau aspirasi seluruh aliran

yang ada.

Dalam cara pengambilan keputusan

dikenal beberapa macam, yaitu:

a. semuanya setuju;

b. sebagian besar setuju;

c. ada pola khusus.

Unn* Demokrasi Pancasila jika semua

setdu disebut mufakat bulat; apabila

sebagian besar setuju disebut suara

terbanyak @asal 2 ayat 3 UUD 1945).

Sedangkan pola khusus terdapat dalam

Pasal 37 UUD 1945 yaitu pola 2/3.

Apabi la dikaj  i  lebih lanjut ,

mengidentikkan Demokasi Pancasila

dengan dinamika di dalam pengambilan

keputusan dan tata cara berembug yang

mendahuluinya, maka dapat

memperluasnya pada tingkat MPR

termasuk bab-bab prrsidaurgar.r, macarn

rapat dsb. Pada tingkat DPR adalah

dalam tata cara persidangan dan rapa!
rapat DPR, pembuatan UU dan
penetapan APBN. Kesemuanya itu

adalah operasionalisasi Demokrasi

Pancasila.

PENUTTJP

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

l .  bahwa Demokrasi Pancasi la merupakan
perwujudan tata cara hidup berkelompok dari

bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa,

bermasyarakat dan bemegara yang didasarkan
dan ditujukan untuk mewujudkan pandangan

hidup bangsa yakni Pancasila pada Sila IV yang

merupakan kandungan semangat dari keempat

sila yang lainnya yang dijabarkan lebih lanjut

dalamWD 1945.

2. Implementrsi demokrasi Pancasilamenunjukkan

adanya gerak pelaksanaan dari Demokrasi

Pancasila, hal ini merupakan perpaduan antara
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Dernokrasi Pancasila dan ideologi Pancasila

dalam mencapai tuj uan hidup bemegara

Dalam gerak Demokrasi Pancasila dapat

diperinci dalam:

a. Hukum dasartidak tertulis (mekanisme

kepemimpinan nasional lima tahunan),

b.  Sistem Propenas dan kegiatan

lanjutanny4

c. Gerak secara infrastruktural yang

berkaitan dengan pen gambi latr keputusan

kenegaraan sebagai satu segi yang paling

dominan.

Dalam kesempatan ini dapat dikemukakan saran'

saran sebagai berikut:

l .  Dalam kehidupan manusia yang semakin

kompleks, maka sebagai perwujudan dari

Demokmsi Pancasila akan mengalami perges€ftut

nilai, oleh karena itu sebaiknya dirumuskan

dengan pasti pengertian dari Demokrasi Pancasila

tersebut dalam perundang-undangan untuk

menghindari adanya salah tafsir dari pengertian

yang hakiki sebagaimana kehendak pembentuk

negara RI

2. Sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila seperti

yang dirumuskan dalam Propenas, maka dalam

sektor ketatanegaraan memerlukan pembahasan

khusus; sehingga dalam kehidupan bemegara

semua komponen masyarakat yang ada harus

selalu bertumpu pada Pancasila sebagai hukum

dasiu bcmegara yang selanjulnya akan terbentuk

kehidupan bernogara yang sesuai dengan

Demokrasi l)ancasila.
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